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ABSTRAK 

Independensi merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh institusi 

peradilan. Independensi yang tercederai akan menimbulkan akibat-akibat yang 

mengancam tegaknya hukum. Dalam keberjalanannya, peradilan merupakan 

cabang kekuasaan terlemah dibandingkan cabang kekuasaan lainnya karena tidak 

mempunyai kekuatan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan 

permasalahan dalam independensi anggaran peradilan dan pelaksanaan yang 

sedang dihadapi serta menemukan cara-cara untuk mengatasinya. 

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau 

peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-

peraturan hukum dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum 

sekunder yang mengkaji mengenai independensi keuangan MA. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara MA dengan 

Presiden dan DPR selaku pihak yang menentukan anggaran dapat dikatakan 

sebagai bentuk check and balances. Namun, tendensi terjadinya intervensi perlu 

dilindungi agar peradilan berjalan sebagaimana mestinya dan MA harus dapat 

pula memberikan sistem accountability dan transparansi keuangan internal yang 

lebih baik agar kemerdekaan anggaran tidak sia-sia. Dengan melihat kajian 

perbandingan dengan negara Prancis, Finlandia, Belanda, dan Bolivia 

menerangkan bahwa penganggaran di lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh 

pemerintah (eksekutif) selaku cabang kekuasaan pelaksana. Meskipun demikian, 

tidak menutup kemungkinan untuk mencapai konsep ideal independensi keuangan 

dengan memberikan kemerdekaan yang sesuai dengan koridornya dan tidak 

merusak tugas dan fungsi cabang kekuasaan lainnya. 

 

 

Kata Kunci : Independensi Keuangan, Mahkamah Agung, Pemisahan 
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